
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN ,

Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha
Esa yang da-lam dirinya melekat harkat dan martabatsebagai manusia sehingga perlu mendapatkan
perlindungan, baik dari pemerintatr Daerah danTatau
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari perlakuan
salah, kekerasan dan/atau ancaman kekerasan;b. batrwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perrindungan Anak
sebagaima.a tetah diubah de-ngan undang-undang
Nomor 35 Tahun 20.14 tentang perirbahan Atas undang
undang Nomor 23 Tahun 2oo2 tentang perlindungan Anak,
Pemerintah Daerah bersama masyarakat berfewajiban
melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemurihan,
reintegrasi kepada anak yang menjadi kdrban'perlakuan
salah dan kekerasan;

c. batrwa berrlasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud.
dalam huruf a dan huruf b perlu meribentuk peraturan
Daerah tenra:rg Penyelengga_raan perlindungan Anak;

Mengingat : 1.

2.

3.

-Pa9at 
18 ayat (6) 

-undang-undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia l'ahun l94S;
undang-undang Nomor 69 Tahun 195g tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Da-1am wilayai
Daerah-Daerah Tingkat I BaIi, I{usa Tenggara Barat dan
Iq"" Tenggara Timur (Lembaran Negara nJpluUiit< IndonesiaTalrun 1958 Nomor L22, Tamba6an rcmtaran Negara
Republik Indonesia Nomor 165g);
undang-undang Nomor 23 Tahun 2oo2 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 423s1 sebagaimana telah diubah
9engan uncang-undang Nonror 35 iahun 2ol4 tentang
Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2oo2
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20L4 Nomor 109, Tambahan Lembaran

lfleSara 
Republik Indonesia Nomor 4235);



4' undang-U,dang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2cl4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ssgz) sebagaimana telah diubah
beberapa l<ali terakhir dengan undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua A[as undang-undang
Nomor 23 l'ahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ors
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN 1]MOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.

PE}ryELENGGARAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeratr ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.2. Pemerintah Drlerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adalah

Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan
dal perlindungan anak serra bidang sosial anak-

5. Instarsi vertihal adalah instansi pemerintah pusat yang menyeienggaratan
urusan pemerintahan pusat yang ada di Daerah.

6. Anggaran Penrlapatan dan Belan3a Daerah yang selanjutnya disingkat ApBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan dairah yang dibahas da11
disetujui bers:rma oleh Pernerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakvat

' ix'#l'ff "':il :ffffi ixiH ifiTtsHJffir selanj u tnya d i se b u t a p n o.,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Bactan Perwakilan Desa oan
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

8. Anak adaiah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anal< yang masih daiam kandungan.

9. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memenuhi
hak-hak anak dan melindungi anak dari perlakuan salah, kekerasan,
diskriminasi dan eksploitasi serta memberikalr rasa arnan yang dilakukan
oleh pemerintatr Daerah, kepolisian, kejaksaan, advokad, pengadilan,

ylembaga sosial dan masyarakat.
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io'PerlirrdungaJl khusus adaiah perlindungan yang diberikan kepada anakdalam situarsi darurat. anak yang berhatapdr, a.rrg* hukum, anak darikelompok rninoritas dan terisolasf, anak yail dieksiloit""i ".""r" ekonomidan seksual, anak yang diperdagansk;;,--ana-k yang menjadi korbanpenyalahgunaan narkotika, atkohol, p"it otropika d;m "zat idit<trf lainnya
iNAPzA), anak lo1ban penculikan, pinjuatan, perdagang"r, urur. korbankekerasan baik fisik dan/atau mentai, *ur. yang uertEuuTut an khusus dananak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dari keluarga korban

_ pengidap HN,/AIDS dan anak pelaku kekerasan.
11'Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukanuntuk mencegatr terjadinya perlakuan salaf, dan keier*ui,-*emberikanperlindungan.:Gr!a layanan, pemuiihan dan reintegrasi .o.i.i kepada anakyang meqiadi korban; melakukan koordinasi " dan 

-tiii"."*" 
sertapeningkatan partisipasi .masyarakat yang dilakukan oleh iembaga yang

membidangi.
l2.Perlakuan salatr.ldalah sega-la- bentuk perlakuan fisik, psikis, seksual,

ekonorni dan sosial yang tiilakukan oleh orang tua, atau pihak'lain yang
bertanggungiawa! atas pengasuhan anak aanTaiau mi.syaraxat yangrnengakibatkrrn kerugian, ancarran kesehatan, tumbuh kembang " 

da;kesejahteraan anak yang tidak terkualifikasi sebagai tindak pidana.
13' Kekerasan adgla} setiap perbuatan yang berakibat atau dapatmengakibatkan kesengsaraan atau penderitlan-fisik, seksual, psikis, sosialdan ekonomi kepada anak.
l4'Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,cidera, Iuka 

- 
atau cacat pada tubuh 

- 
seseorang, pingsan dan/atau

menyebabkan kematian anak.
15. Kekerasan Psikis adalah $etiap_ perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,hilangnya raslo percaya dlri, hiiangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
_ _ llduk berdaya_dan atau penderitaan-piitis uerat bada anaJ<.
16'Kekerasar: Seksual adalah setiap peibuatan ya"g berupa pelecehan seksual,pemaksaaa hubungan seksuai, pemaksaan- rrulungan ,i;g; orang jain

untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu,
17' Kekerasan El<onomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anakdalam bentuk tidak memberikan t<erriOupan perawatan atau pemeliharaan

seca.ra layak.
l8.Korban Kekerasan adalah anak.yang. mengalami penderitaan fisik, psikis,ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan tindakankekerasan dan/atau ancainan kekerisan dalam lingkup rumah tangga danmasyarakat.
l9'Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya peianggaran

terhadap hak- hak anak yang meliputi hak sipil, politik, etconomi sosial danbudaya.
20'Penanganan t)engaduan adalah serangkaian tind.akan yang dilakukan olehpenyelenggara layanan terpadu untuk menindaktan3lti i^por." adanyatindak Kekerasan kepada anak yang diajukan koiban, keluarga arau

masyarakat.
21' Pelayanan Tr:rpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukanperlindungan bagi anal< yang dilaksanakan seca-ra bersama-sama olehinstansi atau iembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upayapencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi pjitoiosiatl-pemulangan,

reintegrasi sosial dal bantu.an hukum.
22.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

yang selaajutnya disingkat p2Tp2A adalah lembaga pelayanan yang
dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan 

- 
perundangl

undangan yaog menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanin
lterpadu bagi anak.



23.Lembaga Perlindungan Anak y.a"q selanjutnya disingkat LpA adalah lembagapelayanan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Dierah untuk mendukung
penyelenggaraan perlindungan anak.

24.Komite Perlindungan Anak Kecamatan yang selanjutnya disingkat KpAC
adalah lembrga perlindungan anak yang-dibintuk ot.f, p.*erintah Daerah
dan Mas-yarakat yalg menyelenggarakarfungsi perlindungan dan pelayanan
terpadu bagi anak di tingkat kecamatan

25.Komite Perlindungan Anak Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disingkat
KPAD atau IFAK adalah lembaga perlindungan anat berbisis-masyarakat
yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, berkedudukan dal
melakukan kerja-pencegahan, respon dan pLiaporarr, Rehabilitasi dan
Reintegrasi serta perlindungan anak di wilayatl desa atau kelurahan tempat
anak bertempat tinggat.

26' Forum Anak Desa atau sebutan lainnya. adaJah wadah partisipasi ana_k di
tingkat desa/kelurahan, kecamatan yang berperan serta dalam proses
penyusunan kebijakan, perencanaan, pemartauan, evaluasi dan u-p*r1
balik didalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak anak.

27 .Dewan Anak Kabupaten arialah merupakan wadah foruri partisipasi ana], 6i
tingkat kabupaten yang berperan serta da-lam berbagai prores penyusunan
kebijakan, perencanaar, pemantauan, monitoring, eudluaii dan umpan balili
dalan, pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak anak.

28. Rumah Aman (shelter) atau sebutan lainya adalah tempat tinggal sementara
yang digunal<an untuk niemberikan perlindungan kepada korban sesuai
dengan staadar operasional yang ditentukan.

29. Rumah Konstding bagi anak ada-lah tempat dimana anak korban kekerasan
dan keluarganya dapat dr lakukan konseling agar dapat bangkit kembali
percaya Cirin5,a.

3O.Unit Konsultrlsi Anak adalah lembaga konsultasi tumbuh kembang anal<
yang merupa.l.:an Unit dari Pusat Pelayanan Terpadu atau lembaga konlultasi
anak yang diselenggarakan oleh lembaga lain.

Pasal 2

Perlindungan anrrk diselenggarakan berasaskan Pancasila d.an berlandaskan
undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi:a. non diskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi anak;
c. keadilan dan l<esetaraan herk-hak anak;
d. perlindungan anak korban kekerasan;
e. kelangsungat hidup anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
g. penghargaan trrhadap pendapat anak;
h. keterbukaan;
i. keterpaduan;
j. inklusif;
k. tidak menyalahkan korban; dan
1. keratrasiaan korban.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan anak adalatr:
a. memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya;
b. mencegah segala bentuk potensi perlakuan salah dan kekerasan kepada,

anak, yang teg'adi di lingkup rumah tangga, sekolah dan/atau masyarakat;

f. memberikan perlindungan kepada anak;
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b.
c.
d.

e. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi
korban kekerasan;

f. memberikan rasa arnan dan nyaman kepada anak;g. meningkatkan partisipasi anak datam pelaksanaan perlindungan anak; danh. meningkatkan partisipasi masyarakat datam pemenuhan dJn perlindungan
hak anak setta peacegahan, pengurangan reJiko dan penanganan terhaJ.ap
sega-la bentuk kekerasan, eksploitasi seksua-l anak dan/aiau eksploitasi
ekonomi, penelantaran da:r perlakuan salah terhadap anak; dan

Pasal 4

Lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi upaya perlindungan
dalam bentuk:
a. pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan

kepada anak;
penanganan anak yang yarg menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan;
penarganan a:rak yarg menjadi pelaku kekerasan;
pemulihan deu: reintegrasi sosia] bagi anak korban perlakuan salah darr
kekerasan dan anaJ< pelaku kekerasan; dan

e. pemberian prioritas perlindungan kepada anal< yang berkebutuhan khusr-rs,
anak yang berhadapan hukum dan anak yang membutuhkan perlindunga-n
khusus.

Pasal 5

Perlindungan Anra.k diselenggarakan secara terpadu dengan melibatkan unsllr
sebagai berikut:
a. pemerintah Daerah;
b. instansi vertikrrl;
c. masyarakat;
d. keluarga; dan
e. orang tua.

BAB II
HAK .HAK ANAK

Pasa-l 6

Hak anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah adalah sebagai.
berikut:
a, setiap anak berhak dilindungi oleh orang tua, kelusga, masyarakat da-rt

Negara;
b. setiap arrak s{ak dalam kandurtgaa, berhak untuk hidup, mempertahankarL

hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
c. setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan statusr

kewarganegaraan;
d. setiap anak berhak dicatatkan kelahirannya dan diberikan kutipan aktanyeL

tanpa perlahuan diskriminasi ;

e. setiap alak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan darr
diasuh oleh orang tuanya sendiri;

f. dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan mengasuLL
anaknya dengan baik dar sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka anak
tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai

,d en gan k e tentu an Pe ratu ral Peru n d an g-u nd an gan ;



g, setiap anak berhak untuk dibesarkan, diasuh, d.irawat, dididik, diarahi<a:r
dan dibimbing kehidupannya oleh orarlg tua atau walinya sampai dewasa

. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangani
h. setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali

berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua lelah meninggat
dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak- dapat menjalant-an
kewajibannya sebagai orang tua;

i' orang tua angkat atau waii sebagaimana dimaksud pada huruf h harus,
menjalankan keyajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya;

i. setiap anak berhak untuk mendapatkan pertindungn; fritum dari segala.
bentuk kekerasan fisik arau mental, penelantaran,-perlakuan buruk, d*t
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya ataupihak lain m€rnapun yaxg bertanggung jawab atas pengasuhan anak
tersebut;

k. setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan clari -orang tuanya seca-ra
bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan
aturan hukum yang sah yang menunjukkan hakrwa pemisahan itu adalah
demi kepentingan terbaik bagi anak;

l. dalam keadarun sebagaimana dimaksud pada huruf k, hal< anak untuk tetap
bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang
tuanya tetap dijamin oieh Undang-undang;

m. setiap arlak berhak untu.k beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sresuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah
bimbingan orang tua dan/atau wali;

n. setiap anak berhak untul< memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, Uat at-aan tingkat
kecerdasannya;

o. setiap anak lrcrhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai
dengan tin€&at intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya
sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatulan; -

p' setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya,
bermain, berekspresi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakai aan tingi<ai
kecerdasannya demi pengembangan dirinya;

q. setiap anak trerhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jamina:r
sosial seca"ra layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya;

r. setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangar,
sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung
unsur kekerasan;

s. setiap anak berhak untuk rnemperoleh perlindungan dari kegiatan
eksploitasi el.:onomi dan setiap pekerjaan yang membatrayakan dirinya,
sehingga dapcrt mengg€.nggu pendidikan, kesehatan fisik, moraJ, kehidupa:r
sosial dan mental spiritualnya;

t. setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan
eksploitasi da:: pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari
berbagai benluk penyalahgunaar narkotika, psikotropika dan zat adiktil
lainnya;

u. setiap alal< y$tg cacat fisil< dan atau mental berhak memperoleh perawatal,
pendiciikan, pelatihan dan ba:rtuan khusus atas biaya nega-ra, untuk
menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
meningl<atkal rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

v. setiap anak )'ang berada daiam situasi bencana dan kedaruratan berhak:
rnemperoleh pelayanan standar untuk mendukung penghidupannya yang;

$ayak; dan



w. setiap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara
ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgun€an narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aOit<tif hinnya
(NAPZA), anerl< korban penculikan, anak korban penjualan, anak korban
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dani atau mental, anak yang
menyandang cacat dan anak korban perlakuan ialah dan penetantaran,
anak dari keluarga korbern pengidap HIV/AIDS dan anak sebagai pelaku
kekerasan berhak mendapatkan perlindungan khusus.

BAB III
HAK.HAK ANAK YANG MENDAPAT PERLAKUAN SALAH DAN KEKERASAN

Pasal 7

(1) Setiap anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan berhak:
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta

bendanya, setta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangal
yang a}<an, sedang, atau telah diberikan;

b. untuk ikut serta dalam proses memilih .dan menentukan bentuk
perlindungan dan duktrngan keamanan;

c. rnendapatkan informasi mengenai tahapan hukum aca-ra claiam
penanganrm perkara pada pengadilan;

d. mendapatkan pelayanan terpadu yang cepat, tepat, aman, nyaman dan
sesuai kebutuhax;

e. pemuliharr dan reintegrasi sosial;
f. mendapatkan pendarnpingan hukum, psikologis, bimbingan rohani,

ekonorni, sosial dan penterjemah;
g. penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya untuk berhubungan dengan

orang tuanya dan anggota keluarga serta anggota masyarakat; dan
i. mendapatkan informasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang

melindungi korban.
t2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan Peraturan Peru n dang-undangan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT,

KELUARGA DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggungj awab Pemerintah D aerah

Pasal 8

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada anak Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
a. melaksanal.:an segala upaya mencegah terjadinya perlakuan salah dan

kekerasan kepada anak;
b. mencegah perdagangan anak;
c. rnelindungi anak dari iming-iming dibiayai untuk disekolahkan namun

dengan tqjuan untuk memaksa memeluk agama yang bukan agama dan
kepercayaannya yang semula;

d. memberikar perlindungan bagi korban dan anak sebagai pelaku;

\/e. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban;
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f. meiakukan pengawasan penyelengga.raan perlindungan anak dan
pelayanan kepada korban yang melibatkan masyarakat; dln

, ^, 
g. *eldorong_serta -melingkatkan partisipasi masyaralat.

(2)Pemerintah Daerah daiam melaksanakan tariggungiawab sebagaimana
dimaksud pad? ayat (1) harus memperhatik; 6af. dan kewajiban
masyarakat, keluarga dan orang tua, wali atau orang lain yang secara
hukum bertanggungjawab kepada anak.

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tang5;ungjawab
dimaksud pada ayat (1) harus membentuk dan memfasilitasi
anak.

(4) Forum anal< berkedudukan di
desa/kelurahan.

sebagaimana
kegiatan forum

tingkat kabupaten, kecamatan dan

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan lingkup kegiatan Forum
Anal< diatur clengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Untuk melal:sanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasa-l 8 ayat
(1) Pemerintatr Daerah mempunyai tugas untuk:
a, memfasilitasi terselengg ar any a pelayanan terpadu;
b. mernbentUk Komite Perlindungan Ana-k Kecamatan dan Komite

Perlindungan Anak Desa;
c. menyedialcan sarana dan prasarana;
d. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Periindungan anal<

di Daerah.
(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8

ayat (1), Pernerintatr Daerah mempunyai wewenang untuk:
a. merumuskan kebijalan dan program tentang pemenuhan hak-hak.

anak;
b. melakukren koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan

perlindurrgan kepada korban perlakuan salah kekerasan kepada arrai.;c. melakukrm kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya
pencegahan, perlindu'rgan dan pemulihan korban perlakuan salah- dan
kekerasan kepada anak; dan

d. mernfasilitasi keterl:batan anak dalam kegiatan perencanaan
pemhangunan dari tingkat dusun, desa/kelurahai, kecam-atan sampal
Ifabupaten.

Bagian Kedua
Kewajiban dan'Ianggungjawab Masyarakat

Pasal 10

Dalam penyelen5,garaan perlindungar: anak, masyarakat berkewajiban cian
b ertanggun gj awatr untuk :

a. menciptakan lingkungan yang arnan bagi anak;
b, berperan dalanr penyelenggaraan. perlindungan anak;
c, melaporkan berbagai kasus pelanggaran hak-hak anak;
d. mendukung keluarga dan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak;
e. mencegah eksploitasi anak, perdagangan anak, pekerja anak;
f. melindungi anak dari bujuk rayu dan/atau iming-iming dalam bentul<:

apapun dengan tujuan untuk memeluk agama yarg bukan agama dan
kepercayaanya; dan

g. melibatkan anak dalam kegiatan perencanaan pembangunan dari tingkal

,dusun, 
desa, kecamatan sampai kabupaten.



Bagian Ketiga
Kew{iban dan Tanggungjawab Keluarga

Pasal 1 1

Kewajiban d'an tanggungjawa.b kel.uarga dida-lam penyelenggaraan perlindungan
anak adalah sebagai berikut:
a. menciptakan lingkungan keluarga yang ramah anak;
b. mendukgr,q orang tua untr:k memenulii hak-hak anak;
c' _mencegah eksploitasi anak, perdagangan anak dan pekerja anak;
d. berperan dalara perlindungan anak dimasyaralat; dan
e. membuka ruang partisipasr anak.

Bagian Keempat
Kewqjiban dan Tanggungjawab Orang Tua

Pasal t2

(1) Orang tua berkewqjiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, rnemelihara, mendidik dan melindungi aurra/g;
b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan-kemainpuan, bakat dan

minatnya;
c. memberi nama dan identitas anak serta mencatat anak untuk memperoieh.

akta kelahiran;
d. menyekolalrkan anak;
e. merawat kcsehatan anak;
f. melindungi anak dari iming-irning akan disekolahkan dan dibiayai na1;rulr

secara halus mempenga-ruhi agama dan kepercayaan anak;
g. mencegah l_erjadinya perkawinan pada usia anaki
h. mencegah t.erjadinya perdagangan anak;
i. meiindungi anak dari kekerasan; danj. membuka ruang partisipasi anak.

(2) Dalam hal orang tua tida.k ada atau tidak diketahui keberadaannya atau.
karena suatu sebab tidak dapat melaksana-kan kewqjiban dan tanggung
jawabnya ma]<a kewqiiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksuAlaaa'.
ayat (1) dapat beralih kepada keluarga dilaksanakan sesuai oenga:-l
ketentuan PeraturaIl Perun,dang-undangan.

BAB V
PEIVYELtrN GGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kegiatan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Upaya Pecegahan

Pasal 13

Pemertrtah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua melakukan upay€r
pencegahan dalam perlindungan anak.
Upaya pencegahan daiam perlindungan
ayat (1) dilakukan melalui:

anak sebagaimana dimaksud pada

a. membangun kesadaran dan rrremotivasi masyarakat tentang hak anak dan
yna,faat dari partisipasi anak;

(1)

(2\



A

b' menyelenSgarakan konrunikasi, informasi dan edukasi tentang hak anak,perlakuan salah dan kekerasan kepada;"k;
c. meningkatkan peran a-I.:tif masyarakat daram perlindungan a,ak;d. menetapt<an materi mnata' t,J"ias hrk;; 

-anak, perlakuan saJah, dar:kekerasan kepada anak sebagai bag'ian kurtutum lokal pendidikan for*al.dari tingkat pendidikan 1.."r" .rCil dengan tingkat sekolal:.lanjutan atas;
e. pengenrbangan nflaj adat dan agama dalam rangka perrindungan anak:kepada masyarakat dar: umat;f' melakukan sosialisasi selunth ketentuan peraturarl perundang-undangan

yang berkaitan dengar perlindungan a"ai., **gffi;ffi data daninformasi, menerima oengaouan i.u.yrr"i."t, melakukan peneraahan,pemantauan, evaluasi dan . pengawasan terhadap 
--p""ylr."ggaraan

perlindungan anak; dan
g. meningkatkan dan membuat program berbasis hat< anak.

Paragraf 2
Upaya penanganan Korban

pasal 14

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keruarga darr orang tua melakukan upaya.penanganan anak korban perlakuan salah.
(2) upaya penang€nan anak korban perlakuan salah sebagaimana d.imaksudpada ayat (1) dilakukan mclalui;

a' meningkati<aD kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke lembaga-lembaga layanan perlinctungan anak di tinlut desa, kecamata, dan
- kabupaten tentang peristiwa ketidakadilan t.ri"oap anak;b' masyarakat.berperan melaporkan u.rtrgai r."sus kekerasan yang teqjadipada anak kepada lembagi penyedia tiyanan baik yang ada di tingkatdesa, kecamatan dan kabupaten serta pemerintah d." i;-b.g. penegak:hukum;
c. pelayanan kesehatan;
d. jaminan perlindungan keamanan;
e. pemerintah Daerah dan masyarakat menyiapka, lembaga Iayanan.pena-nganan anak korban perlakuan salatr lainnya;f. pemerintah Daerah menyiapkan oantuan trulnrm dan pendampinganhukum;
g. pemerintah Daerah menyiapkan bantuan psikiater

psikologis korban; dan
h. pemerintah Daerah dal masyarakat menyiapkan

korban.

untuk pendampingar:L

bantuan sosial bagi

paragraf 3
upaya penanganan Anak Sebagai pelaku Kekerasan

pasal 15

Pemeri^tah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua melakukan upay.rpenanganan anak sebagai peiaku kekerasan.
(1)

2) upaya penanganan anak sebagai pelaku kekerasan diiakukan
a. pemerintatr Daerah me,yiapkan bantuan hukum dan

hukum;
b. pemerintah Daerah menyiapkan bantuan psikiater untuk
,AsikoloSis 

korban dan pelaku anak*;

melalui:
pendampinga:L

pendampingan



(1)

(21

c. pemerintah Daerah dan masyarakat menyiapkan bantuan rehabilitasj
sosial bagi pelaku; dan

d. jaminan perlindungan keamanan.

Paragraf 4
upaya Pemulihan dan Reintegrasi Anak Korban Kekerasarr

da-rr Anak Pelaku Kekerasan

Pasal 16

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua melakukan upa_va.
pemulihan drur reintegrasi sosial anak korban dan anak pelaku kekerasan.
9Pay* pemulihan dan reintegrasi sosial anak korban dan anak pelaku
kekerasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilsltukan rnetalut:
a. penyelamatan korban dan pelaku;
b. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
c. memberikan pelayanan medicolegal;
d. melakukan rehabilitasi sosial bagi korban dan pelaku;
e. membantu pemulangan korban dan anak sebagai pelaku;
f. perawatan psikologis korban dan pelaku anak;
g. memberikan pemulihan rJan pendampingan psiko-sosial;
h. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
i. melakukan penyiapan l.;eluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi

dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 17

I(etentuan mengenai mekanisme dan teknis pencegahan, penanganan,
pemulihan dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan dan anak pelaku
kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 13, Pasal 14,Pasa1 15 dan pasal
16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Prinsip Pelayanan

Pasal 18

Prinsip yang hartrs digunakan oleh seluruh lembaga penyedia layanan dalam
melakukan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

prel'entif;
cepat;
anlan;
empati;
non diskrimirumi;
rahasia;
terpadu;
tanpa biaya; darr
terjamin.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Paragraf 1

Kelembagaan Penye le nggaraan Perlin du ngan Anak Tin gkat Kab upaten

Pasai 19

Penyelenggararan Perlindurrgan Anak di tingkat Kabupaten diselenggarakan(1)

qoleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten.
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(2) Keangotaan y2fP?A sebagaimana climaksud pada ayat (1) terdiri da-rjshelter, LPA dan forum kol,aborasi KPAD yang ietcurang-t uiangnya terdirjdari unsur Pemerintahan Daerah, instansi v.rt-ikd, temb"aga profesi, rumah
sakit, organisa.si pekerja sosial, lembaga dibidang keagamaln Ou" Orgunisasj
Kemasyarakatan.

(1)

(2)

Pasal 20

Kepengurusao V2TP2A terdiri dari Tim Pelaksana Harian, Tim pengelola dan
Tim Koordinasi.
Tim Pelaksana harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, divisi
penguatan jaringan informasi dan dokumentasi, divisi pendarnpingap, divisi
pelayanan pemulihan dan divisi pendidikan dan pelatihdn.
Ketentua-n lettih lanjut mengenai pembentukan Struktur Organisasi dan Tata
Ke{a serta Standar Operasionat Pelayanan P2TP2A Kabupatin diatur dengan
Peraturan Bupati.

Paragtal 2
Kelembagaan Penyelenggaraan perlindungan Anak Tingkat Kecamatan

Pasal 2 1

Penyelenggarrran Perlindungern Anak di tingkat Kecamatan
oleh KPAC.

diselenggarakan

9]mlt karenrt jabatannya berkedudukan sebagai pelind.ung/penasihat deui
KPAC di wilayatrnya.
Camat dalam melaksanakan tugas dalam ked.udukan sebagaimana dimaksurj
p-ada ayat {21 dapat dibantu oleh dinas instansi atau kepala seksi di
Kecama.tan yang membidangi tugas dan fungsi permasalahin sosial dal.
anak.
Keanggotaan KPAC sekurang-kurangnya terdiri dari unsur masyarakat,
fegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan, Kepolisian Sektor setempat, Dinas
Instarrsi terkait, tokoh Fgama, tokoh adat, tokoh pendidik, unsur anak dan
Kepala seksi cti Kecamatan yang membidangi tugas dan fungsi permasalahar.
sosial dan amrk.
KPAC bertugas:
a. mencegah 

_ 
segala bentulr potensi pelanggaran hak-hak anak, perlakual

salah dan kekerasan kepada anak;
b. memberikan penguatan pemahaman masya.rakat tentang hak-hak anak,

perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
c. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitarr

dengan hak-hak anak, perlakuan sala-h dan kekerasan t<epaa a-at ay;
d. melakukan koordinasi dan kerjasarna antar anggota Pelayanan Terpadu;
e. memberikan perlindungan hukum bagi korban dan pelaku anak;
f. membantu reintegrasi sosial bagi korban pasca mendapatkan pemulihan

oleh dinas instansi yang membidangi permasalahan sosial; dan
g, monitoring dan pelaporan.

(6) Da.lam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (5) KrAC
berkoordinasi dengan P?TP2A dan KpAD di tingkat desa.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Pelayanan KpAC diatur
r,Tdengan Peraturan Bupati.
v

(3)

(i)

(2)

(3)

(4)

(s)



Paragraf 3
Kelembagaan Penyele nggar aan Pe rli ndungan Anak Tin gkat De s a/ Kelu rah an

Pasal 22

(1)

(2t

(3)

Penyelenggaraan Perlindungan Anak
di selenggarakan oleh KpAD/KPAK.

di tingkat Desa/Kelurahan

KPAD/KPAK merupakan lembaga perlindung€ul anak berbasis masyarakat
yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan.
KPAD/KPAK merupakan bagian dari sistem perlindungan anak yang
melaksanakan tugas perlindungan anak di Desa/Keluratran tempat anal<
bertempat tinggal.

Pasal 23

KPAD/ KPAK sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. unsur Pemerintatr Desa/Kelurahan;
b. unsur Lembaga Kemasyarakatan;
c. kelompok masyarakat peduli anak;
d. unsur pendidik;
e. lembaga Agama;
r. lembaga Adat;
g. organisasiperempuan;
h. organisasi perauda; dan
i. perwakilan arrak Desa/Kelurahan.

Pasal 24

KPAD/KPAK bertugas:
a- mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan denga:t

hak anak dan kekerasan kepada anak;
b. memberikan penguatan pemahaman masyarakat tentang hak anak da1

kekerasan kepada anak;
mencegah segrda bentuk pctensi pelanggaran hak anak, perlakuan salah dan
kekerasan kepada anak; dan
menolong dan membantu anak yang menjadi korban kekerasan untuk
mendapatkan penanganan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yant;
telah ditetapkan.

Paragraf 4
Koordinasi Antar Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 25

(i) Penyelet:ggaraan pelayanan terpadu dikoordinasikan oleh SKPD yang
membidangi.

(21 P?TIY2A Kabupaten melakukan koordinasi dan kerjasarna sosialisasi tentalp;
perLindun gan anak dengan :

a. pelayanan terpadu provinsi;
b. pelayanan terpadu kabupaten/kota lain;
c. KPAC;
d. KPAD/KPAI(; dan
e. lembaga perlindungan anak dan/atau penyedia layanan bagi anak yantl

,meniadi 
korban periakual salah dan kekerasan.

c.

d.
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Pasal 26

KPAC melakukanr koordinasi dan kerjasama sosialisasi tentang perlindungan
anak dengan:
a. pelayanan terpadu kabupaten;
b. KPAC lainnya;
c. KPAD/KPAK dalarn wilayah kecamatannya; dan
d.lembaga-lembaga perlindungan anak dan/atau penyedia layanan bagi anak

yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan lainnya.

Pasil 27

KPAD/KPAK melakukan kor:rdinasi dan kerjasama sosialisasi tentang
perlindungan anak dengan:
a. pelayanan terpadu kabupaten;
b. KPAC;
c. KPAD/KPAK lain dalam satu wilayah kecamatan; dan
d.lembaga perlindungan anttk dan/atau penyedia layanan bagi anak yang

rnenjadi korban perlakuan salah dan kekerasan.

Bagian Keempat
Unit Konsultasi Anak

Pasal 28

(1) P2TP2A Kabupaten menyediakan unit konsultasi anak.
(2) Unit Konsultasi anak bertr.rgas untuk memberikan konsultasi kepada anak,

orang tua/w'ali anal< yang mengalami permasalahan tentang tumbuh
kembang anak.

(3) Lembaga perorangan atall swasta dapat menyelenggarakan Unit Konsultasi
Anak.

BAB VI
PARTISIPASI ANAK

Pasal 29

(1) Dalam ralgka mewadahi partisipasi anak dibentuk Dewan Anak di tingkat
Kabupaten d:ur Forum Anak Kecamatan dan Desa atau sebutan lainnya.

(2-) Dewan Anak dan Forrrm Anak Kecamatan dan Desa atau sebutan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertrrjuan untuk menyalurkan aspirasi,
keinginan dan kebutuhan atau hak-hak anak yang belum terpenuhi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentuk struktur organisasi dan tata
kerja Der,van Anak, Forurrr Anak Kecamatan dan Desa atau sebutan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PARTI SIPASI ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 30

Partisipasi Organisasi masyarakat dalam perlindungan anak dapat dilakukan
melalui:
a. menyelenggarr.Jran program atau kegiatan penguatan pemahaman masyarakat

tentang perlindungan anak sebagai upaya pencegahan perlakuan salah dan

2kekerasan kepada anak;



b. menyebarluaskan informasi
berkaitan dengan hak-hak
anak;

tentang Peraturan perundang-undangan yarg
arak, perlakuan satah dan kekerasan kepacla

c. memberikan perlindungan bagi korban dan pelaku anak;
d. memberikan pertolongan darurat;
e. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang

penanganan kasus perlakuan satah dan kekerasan kepadaanak;
f. membaatu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
g. menyampaikal informasi kepada aparat yang berwenang terkaiidengan kasusperlakuan salah dan kekerasan kepada u"at ;
h.menumbuhkan kgarifan lokat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

perlindungan anak dalam penanganan perlakuan salah aan rcterasan t<epaOa
anak; dan

i. memberikan per.lindungan hukum.

PE;NGENDALIAN,'',MRJi,,I DAN PENGAwASAN

Pasa-l 31

(1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasaJr penyelenggaraan perlindungan
anak dilakulcrn oleh Bupar.i.

(2) Dalam melalsanakan tug,as pengendaiian, pembinaan dan pengawasan
penyelenggarian perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (f1
dilaksanakan oleh sKpD yang membidangi urusan perlindungan anak

BAB iX
KOORDINASI DAN KER.IASAMA

Pasal 32

Koordinasi dan }ceg'asama da-tarn rangka penyelenggaraan perlindungan anal<
meliputi:
a" koordinasi dan konsuitasi serta kerjasama dengan pemerintah pusat,

Pemedntatr Propinsi atau dengan lembaga terkait lainnya;
b. koordinasi dengan pelayanan terpadu antar kabupaterrTkota;
c. koordinasi dalam penaJlganan kasus perlakuan salatr dan kekerasan

terhadap anak dengan instansi vertikal dan sKpD terkait; dan
d. koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi

korban perlakr"ran salah dan kekerasan terhadap anat<.-

BAB X
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 33

(1) Monitoring meliputi pengawasa-n dalam upaya preventif, rehabilitasi dan
kuratif terkait dengan perkembangan kasus kekerasan, pendokumentasiar
dan evaluasi krsus-kasus kekerasan anak.

(2)Pelaporan dilakukan secara terpadu yang meliputi data kasus kekerasan
terhadap anak.

(3)Ketentuarl mengenai monitoring dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan

^/Peraturan 
Bupati.

v
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BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan dalanr rangka penyelengga-raan perlind.ungan anak bersumber dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanjabaerahl
b. Anggaran Pen<lapatan dan Beianja Desa; dan
c. Lajn-lain penerimaan yang sah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan da-lamPeraturan Daererh yang berkaitan dengan anak d.inyatakan tetap berlakusepanjang tidak bertentangan d"engan ketJntuan dalam plratural Daerah ini.

Pasa-l 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksarraan dari Peraturan Daerah ini ditetapkalpaling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangr.*

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunrlangan peraturan
!aera!' ini dengarl penempatannya dalam Lembaran baeraf, Ka[upaten Timor.
Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 Mei Z0t5

t
f eunert rIMoR TENGAH sELATAN , (
t; ./\; /)r

\,,i ,

Diundangkan di SoE \"yp'auLUS v' R' MELLA

pada tan[gU eO lvtei 2015 
i';

gzSEKRETARIS DAE.RAH I
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, I

S, sar,uuN TABUN

LEMBAMN DAEMH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2OT5
NOMOR 6
NOREG PERATI.IT$N DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAI\IpRovINSr NUSA TENGGARA TrMUR 0612015.



PENJELASAN
ATAS

PERA'NJRAN DAERAI.I KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NoMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PET\TYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dapat terjadi di ranah publik
maupun rum€*l tangga dan tlapat torJadl pada oltua,rl damai rrraLrpun konflik.
perlakuan salah dan kekerasan kepada ar:.ak merupakan tindakan Vaflg
melanggar, mengframbat, meniadakan dan mengabaikan hak anak. Periunya
penyelenggaraan perlindurrgan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak
adalah masa pembelajararr dan pembentukan menuju kematangan atau
perrcapaian sLatus dewasa dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan
yang terjadi al<an mempengaruhi proses tersebut.

Oleh karena itu, untuk melindungi kualitas proses tersebut maka 4 (empar)
prinsip pemandu sebagaiurana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak harus
menjadi bagirur dari setiap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan
perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan kaitan antara tiap prinsip
dengan isu hak anak lainnya sesuai logika konvensi.

1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahrwa didalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau
tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamany.r
adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalanr
pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif
atau program) dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap
keputusan yang berda;npak pada pemisahan anak dari pengasuhan orang
tua dan/a.tau keluarga, ketika pemerintah menjaJankan kewajiban
membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi
anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak atau dalam
per anganan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Trrmbuh-kembang dan Kelangsungan
Hidup Anali.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau
tindakan y'ang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau
melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin
menjztmin Icelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh,
baik aspel< fisik, mental, sosial dan moral. Dan bahwa hal yang
diputuskan. atau dilaku'kan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya
atau terhalanginya perllembangan seluruh aspek atau salah satu aspel<

,rtumbuh-kembang anak.



3. Pri.:sip Noir-diskriminatif.

Bahwa setiap keputusan yang diambil
yang ditujukan kepada anak ditetapkan
pertimbang,an diskriminatif karena:
a. latar bekrkang jenis kelarnin anak;

atau perlakuan atau tindaka.rr
atau dijalankan tanpa adanya

b. kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak;
c. agama, e:tnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau
_ pandangan politis 'anak dan orangtua/pengasuh anak; dan

d. terrrrasuk jttga perlakuan diskriminatif at<iUat parrdarg*, saiah dan
stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk aiak-anak yang
berada d.alam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksptoitas"i
seksual, berkonflik der,gan hukum, terinfeksi HIV/AIDS d.an 1ain-lain.

Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yarrg
rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban masalah
perlindungtm anak diatas tetap memiliki kesempatan yang sama untuli
mengakses pemenuhan hak-haknya.

4. Prinsip Menghargai penciapat Anak.

Bahwa dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan dan tindakanyanq dihrjutran terhadap anak sedapat mungkin disertai dengan
pertirnbalgan atas pand,angan atau pendapat yang disampaikan oleh anaf.
sesuai deng;an tingkat kematangan usianya.

Pemerintah Daerah bertanggungiawab untuk mengambil kebrjakan secara
hukum, politik, ekonomi maupun sosiar untuli *errc.gali, menekar,
mengurangt dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak.untuk melrujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak
anak, Pemerintah Daerah wqjib memberikan periindungan dan rasa anran
kepada anak melaiui kebijakan di tingkat paeiah.

PenyelenggerrElan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin
terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terintegrasi,
dan berkesinambungan yang dibutuhkan untuk membangun kemarnpuaJr
lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat Kabupaten Timor Tengah
Selatan dalsrm;
1. Menangani perlakuan salah, ekspioitasi dan penelantaran terhadap

anak;
2. Mengenali situasi berisiko dan melakukan intervensi dini terhadap

kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah,
eksploitalti dan penelantaran terhadap anak; dan

3' Merespon secara tepa.t dan cepat terhadap masa1ah perlindungan anak
yang muttcul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik
dan psiliologis serta r"eintegrasi sosial didalam lingkungan yang,
mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat
anak.

lnaya penl'elenggaraan perlindungan anak di kabupaten Timor Tengah
Selatan meliputi hal-hal yang bersifat pencegahan, deteksi dan intervensj
dini dan tr.ndakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak a.tas
perlindungal dari segala bentuk tindak kekerasan, perlakuan sa1ah
eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi termasuk didalamnya
mencegah atau menjndak pihak-pihak yang mengganggu atau
menghalangi anak dalarl mendapatkan atau menikmati hak-hak asasinya

n,yang lain.
v
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II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup jetas.

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan "non diskiminas{ adala}r perlindungan anak
diberil<an kepada semua anak tanpa membedakan'sui<u, 

"g**., .u",
golong.an, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum dn_n
kondisi fisik maupnn menta-l

Huruf b
Yalg dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi korbarf adalah
semua tindakan yang meny'angkut korban yang dilakukan olehpemerintrlr deerah, rnasyereket, badnn legirtntil. den Uaeen yudikatir.,
maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi fertimbanganutama.

Huruf c
Yang dimaksud dengan 'keadilan d"an kesetaraaru hak-hnk anal{
adalah perlakuan adil yarrlg diberikan kepada anak perempuarl
mauplrn anak laki-ial<i.

Huruf d
Yang dimaksud "perlindtmgan korbart adalah memberikan rasa amalt
pada l':orban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad., lembaga
sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya bail<
secara sementara maLipun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup anal{ ada_lah
sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konv:ensi Hak Anak.

Huruf f
Yang ctirnaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembanEanal{ adala}r hak yang melekat pada liehidupan anak untuk
mendapatkan stanoar kesehatan, pendidikan dan hak pada standeu
kehidup_an yang layak untuk perkembar:gan fisik anak, mental,
spiritual, moral dan sosial.

Huruf g
Yang dimaks-ud dengan "penglnrgaan terhad,ap pendapat anal{
adalah penghormatan atas hak-hak untuk beipartisipasi dan
menyatakan pendapatnya daJam pengambilan kepulusan terutama
j ika menyangku t h a.r- har yan g memp engaruhi kehidup annya.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "keterbukaart adalah bahwa dalam
penyelcnggaraan perlindungan anak bersifat transparan diantara para
penyelenggara layana.n terpadu.

Huruf i
Yang dimaksud dengar.r "keterpaduart adalah bahwa dalam
penyelenggaraan perlindungan arrak dilaksanakan dengan
membangun koordinasi anta-r penyedia layanan, antara lain
pelayanan medis, pendamping hukurn, psikorog, rohaniawan, pekerja
sosial ctan polisi.

Huruf j
Yang dimaksud dengan 'inklusif adalah bahwa ruang partisipasi
dalam upqy? perlindungan kepada korban terbuka bagi semua pit al,

Q/*gmemlliki kepedulian kepada anak.
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Huruf k .l
Yang dimaksud dengan "tid.ak mengalahlean korbart adaJah sikap danperlakuan tidak menyarahkan foru"r, atas peristiwa teq.adinyakekerasan yarg dialaminya,

Huruf I
Yang dimaksud "kerahasio.an korban' ad.elatr-.setiap tindakan yangdilalrukan.untuk menjamin korban dal; kondisi aman dari ancaman

pasal , 
t"u tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan prir.orog[ korban.

Cukup jelas.
Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan upemulihan korbarf adalatr segala upaya untukpenguatan- anak yang menjadi korban perlakuan salai aarit<et<erasan
agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, .ori"t dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan- "reintegrasi sosdaP adalah prosespengembangan budaya kondusif dalam masyarakat untul<mempersiapkan penyatuan kembali korban kedal"am iingt urrgar.keluarga, pengganti keluarga atau masyarakat yang dapat memberikanperlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagir."r6""-..u"gai bentuklayanan lanjutan pasca rehabilitasi.
Huruf e

Cukup jelas.
Pasa-l 5

Huruf a
Cukup j,:las.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dima]<sud dengan umosgarakat" adalah orang perseorangan,badan hukum, kelompok, organisasi sosial o*lit"u -organisasi
kemaqgerrakatan.

Huruf d
Yang dirnaksud dengan 'keluarga" adalah unit terkecil dalammasy-arakat yang terdiri dari suamilstri, atau suami istri dan anaknya,atau ayeitr. d-all anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah

pasal uor* 
g^ris lurus ke a.tas atau ke bawah .a*p"i ae"g* a.riL ketiga.

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukrrp jelas.
Pasal 8

Cukup jeias.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

TCukuR 
jelas.
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Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Humf c
Ya-ng dimaksud dt:ngan "eksploitasi anal{ adalah sega-la bentukpernanlaatan (anak) untuk mendapatkan keuntungrr, i"ii. materil
rnaupun immateril.

Yang clirnaksud dengan "perd.agangan anal{ adalah pengarahan,
pengangkutan, pem.lndaha-n, pgnyembunyian atau penerimaan (a:ral<)
dengaa menggunakan berbagai ancamari atau pakiaan atau bentuk
lain dar:i kekerasan, penculikan, penipuan, mus[hat, penyalahgunaan
kekuasiaan atau prcsisi rentan 

- 
atau pemberian atu, " penerimaal

pembayaran keuntu.ngan u-"!"\ mendapatkan izin dari orang yang
memiliki kendali atas orang lain (anak) untuk tujuan eksploitasi.

Yang d-lma]rsud dengan "pekerja anal{ adala}r mempeker:akan anal<
dengan tYitlan pengeksploitasian tenaga anak dengan gqii yang tecif
atau pe rtimbangan bagi p erkembangan kepribadiurr rrir., li. u.*rr.--,,
kesehatan dan prospek masa depan a"at .

Huruf d
Cukup.lelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan oruartg partisipasi anql{ adalatr ruang dimana
anak-arrak diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif da-lan-rproses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang
berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung -"rrp,r., tidal<
]anqsung, yang dilaksanakan dengar persetujuariaarit 

"**Lu, anal<berdasarkan kesadaran dan pematraman, iesuai dengan usia dan
tingkat )<ematangal anak.

Pasal 12
Cukup jelasr.

Pasal 13
Cukup jelas;.

Pasal 14
Cukup jelasr.

Pasal L5
Cukup jeIas,.

Pasal 16
Huruf a

Cukup jr:las.
Huruf b

Cukup j,:las.
Huruf c

Yang dirnaksud dengaur "rnedicolegaY ad,alah pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengan kebutuhan sebagai bukti-hulium, seperti visum et
repertum, otopsi, perawatan kesehatan akibat munculnya berbagai
penyakit ikutan akibat dari perbuatan yang dialami dan lain-lain.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
yCukup jelas.



Huruf g
Cukup.jelas.

Huruf h
Cukup.ielas.

Huruf i
Cukup.ielas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Huruf a

Yang dimaksud dengan oprinsip preuerxif adalah upaya-upaya yatTg
dilakukan untuk mencegah terjadinya tinAakn pelanggara" fr"f.-fra:.
?fl?k, seperti melakukan sosialisasi tentang pentingnyi perlindungan
anak, rrembuat program berbasis hak-hak anak, meiibatkan seluruh
komponen masyarakat untuk mendukung perlind.ungan anak clan
lain-lain.

Huruf b
Yang dimaksud dengan opinsip cepat adalah layanan yang dilakukal
terkait lrerlindungan anak harus tepat waktu, tidak bertele-tele, tida_l<
menyita waktu lain dari alak dan lain-lain.

Hurul'c
Yang dirnaksud dengan 'pinsip amarl adatah layanan yang dilakul<an
bebas dari gangguan dan bahaya, tidak menimbulkan iasitakut atar-r
klrawatir tidak menimbttlkan adanya serangan lainnya dari pihak lain
yang menyebabkan gangguan seca-ra fisik dan mental.

Huruf d
Yang dimalcsud dengan "pinsip empat{ adalatr layanan perlindungal
anak y83g dilakukan perlu memahami perasaan anak, memberikan
rasa nyaman, rasa kepedulian agar secara fisik dan mental kemba_li
rasa percaya diri dari anak.

Huruf e

Yang d:lmaksud dengan "pinsip non diskriminasf adalatr setiap
layanan perlindungan dan keputusan yang diambil atau perlakuan
atau tinrlakenyang ditujukan kepada anat< ditetapkan atau audankan
tanpa melakukan diskriminasi karena latar belakang jenis kelamin
anak; kecacatan atau perbedaan kond,isi fisik dan menti.l anak; agarna,
etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, -atar_i
pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga
perlakuem diskriminatif akibat pandangan iatalr dan stigmatisasi V""gberkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada da,lam
situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual,
berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS dan lain-lain.

Huruf f
Yang dirnaksud dengan "pinsip rahasid adalah layanan perlindungan
anak yang dilakuka:r perlu menjamin keratrasiaan yallg berkaiian
dengal anak, baik itu na.ma dan identitas, tempat, tidak-dipublikasi
tanpa persetujuan anak dan orang tua/wali dan lain-lain.

Huruf g
Yang climaksud dengan "pinsip terpadu' adalah pelayanan
perlindungan anak -yang dilakukan oleh lembaga-lembaga- penyediet
layanan dilakukan secara terkoordinasi.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "prirwip tanpa biayd adalah 1ayanan
perlindungan anak dengan tidak membebankan kepada ana-k
pembiayaan apapun baik yang berkaitan dengan proses hukum,

arlayanan kesehatan, layanan psikologis dan lain-lain.



Huruf i
Yang dimaksud dengan 'pfroip terjamirf adalah layanan perlindungan
anak yang..dilakukan perlu memastikan dan mei.lamin-kepentin[anyang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, t<etang-suniur. friA"p da1perkerabangan, non diskriminasi, penghargaan -terhiau.p pendapat
anak.

Pasa] 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jela:s.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas;.
Pasal 27

Cukup jelasr.
Pasa] 28

Cukup jelas.
Pasa] 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas,.
Pasal 3 1

Cukup jeias.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan ulain-lain penerimaan Vang salf ad.ajah antaralain hibah, dana dn-rurat dan penerimaan -laiinya 

sesuai dengan
ketentuan Peraturan i)eru ndang-undangan.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasai 36
Cukup jelas,

Pasal 37
Cukup je1as,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
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